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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembagian harta warisan adalah hal yang selalu terjadi ditengah 

masyarakat ketika pemilik harta meninggal dunia. Dalam syariat Islam ilmu ini 

dikenal dengan ilmu fara’id atau juga disebut dengan ilmu hisab atau juga disebut 

fiqih mawaris. Perbedaan yang terjadi dalam penyebutannya biasanya dikarenakan 

pada titik mana mau memandangnya. Jika dikatakan faraid, maka dipandang dari 

bagian yang ditentukan, jika yang disebut hisab, maka pada cara menghitungnya, 

jika menggunakan kata mawaris adalah pada harta yang diwarisai, karena mawaris 

adalah bentuk plural dari miwrats yang berarti mauruts (harta yang diwarisi). 

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil 

kata asal “waris” dengan tambahan awal ‘ke’ dan akhiran ‘an’.1 

Dalam KHI pada Bab 1 ketentuan umum,  pasal 171 pada huruf a 

dikatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengandung tentang 

pemindahan hak pemilikan peninggalan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 

Ulama fiqih Mazhab sepakat bahwa cara pembagian harta warisan telah 

ditetapkan dalam Al-Qur’an dan penjelasan telah disampaikan oleh Rasulullah 

melalui hadits.2 Islam mengatur tentang bagian-bagian yang bisa diterima oleh 

 
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2015) h. 6. 
2 Zulham Wahyudani, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta 

Warisan Dalam Perpektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 14, no. 2 (2015): h. 

166–89. 
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ahli waris. Hal itu Allah sebutkan dalam Al-Qur’an, disampaikan pula oleh Nabi 

dan di jelaskan juga oleh para ulama. Sehingga membagi warisan sesuai dengan 

ketentuan syariat dipandang sebagai kewajiban dalam Islam. Sehingga dalam 

Islam yang diatur bukan hanya bagian warisan, akan tetapi juga diatur siapa saja 

yang menjadi ahli waris, apa saja yang menjadi sebab sehingga bisa menjadi ahli 

waris, apa saja yang bisa menjadi penghalang menjadi ahli waris, serta ahli waris 

yang terhijab oleh ahli waris yang lainnya. Dengan demikian, hukum  waris itu 

memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta 

kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.3 

Didalam Al-Qur’an disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 7: 

َّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَالَْْ   َّا تَ رَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْْقَْ رَبُ وْنََۖ وَللِنِِسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِِّ قْ رَبُ وْنَ مَّّا قَلَّ مِنْهُ اوَْ  للِرِجَِالِ نَصِيْبٌ مِِّ

فْرُوْضًا   بًا مَّ  كَثُ رَ ۗ نَصِي ْ

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 

bagian yang telah ditetapkan.” 

 Menurut Imam Syafi’i ayat ini dan semua ayat-ayat lainnya yang 

berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah SWT membatasi pemberian 

warisan kepada golongan dan pihak yang disebutkan saja, dengan demikian tidak 

sepantasnya seseorang menambah peruntukan warisan kepada golongan atau 

 
3 Soejono Soekanto, Hukum Adat Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h. 

259. 
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pihak yang tidak disebutkan oleh Allah dan tidak pula menguranginya.4 Pendapat 

ini diambil beliau dari Zaid bin Tsabit dan ulama lainnya. Kemudian ayat-ayat 

warisan yang lainnya pada ayat 11, 12 dan 176 yang menjelaskan tentang siapa 

saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Selain itu juga 

disebutkan dalam Hadits dan kitab-kitab fikih. 

Dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’nya ulama, ada banyak sekali ahli 

waris, diantaranya adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu 

perempuan dari anak laki-laki, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik 

sekandung, seayah dan seibu, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki 

saudara seayah, paman sekandung dengan ayah, paman seayah dengan ayah, 

orang yang memerdekakan budak. Ini semua adalah ahli waris, yang tentunya 

berhak mendapat harta warisan. Maka bila semuanya ada ketika pewaris 

meninggal dunia, tidak semua mendapat warisan, tapi yang lebih dekat, lebih kuat 

dan tidak terhijablah yang akan memperoleh harta warisan.  

Dalam KHI pasal 174 huruf b dikatakan: apabila semua ahli waris ada, 

maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. 

Dalam kitab-kitab fiqih pun demikian diatur bahwa dalam pembagian warisan 

apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, 

ayah, ibu, suami atau istri. Dan ahli waris yang lainnya terhijab oleh kehadiran 

anak laki-laki dan ayah. Dalam kitab takmilatul jubdatul hadits fi fiqh al mawaris 

dikatakan bahwa hijab adalah yang menghalangi orang yang berhak mendapat 

warisan secara keseluruhan atau sebagiannya. Dalam hal ini 6 ahli waris yang 

 
4 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i (Jakarta Timur: Almahira, 2008) 

h. 36. 
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sama sekali tidak bisa dihijab, yang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan, 

yaitu: Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu.5 Sehingga 

berdasarkan yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab fiqih tentang  

pembagian harta warisan, semua ahli waris yang tidak bisa dihijab akan diberi 

bagian sesuai dengan ketentuan yang telah diatur baik dalam Al-Qur’an, hadist, 

fiqih dan juga KHI. Sehingga bila ada hak ahli waris yang tidak diberikan m aka 

itu termasuk kedalam dosa yang besar, karena telah mengambil hak orang lain. 

Namun pada kenyataannya banyak sekali ahli waris yang seharusnya 

mendapatkan bagian malah tidak mendapatkan bagiannya, atau ahli waris yang 

seharusnya mendapatkan bagian yang telah ditentukan porsinya oleh Allah malah 

menerima dengan jumlah yang berbeda. Biasanya pembagian warisan yang tidak 

sesuai dengan aturan syariat adalah dikarenakan pada pengamalan hukum adat 

yang terjadi ditengah masyarakat.  

Ragamnya adat dan budaya akan sangat mempengaruhi tata cara 

pembagian warisan yang diterapkan di Indonesia. Sehingga dalam cara pembagian 

warisan itu bisa mengunggulkan perempuan, bisa membuat sama rata dalam 

pembaginnya dan bisa saja mengunggulkan laki-laki sehingga perempuan tidak 

mendapatkan warisan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang telah Allah 

sebutkan dalam al-Qur’an. 

Dalam kewarisan adat Hukum wa lris a lda lt alda llalh ta ltal ca lra l pewalrisa ln 

menurut hukum aldalt ya lng berlalku. Hukum walris a ldalt a ldalla lh yalng diyalkini daln 

dijallalnka ln oleh suku tertentu di Indonesia l, beberalpa l hukum wa lris alda lt altura lnnyal 

 
5 Khairon Sirin, TErnyata Wanita Lebih Istimewa Dalam Warisan Perspektif Al-Qur’an 

Dan Berdasarkan Studi Kasus (Depok: Pustaka IIMaN, 2008) h. 52. 
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tidalk tertulis, nalmun salngalt dipaltuhi oleh malsya lra lkalt palda l suku tertentu dallalm 

sua ltu da leralh da ln bilal a lda l ya lng melalngga lrnyal a lka ln diberikaln sa lnksi tertentu.6 

Soepomo dallalm bukunyal ya lng berjudul balb-balb tentalng hukum alda lt menjelalska ln 

ba lhwa l hukum alda lt wa lris alda llalh memua lt peralturaln-peralturaln ya lng mengaltur 

peroses meneruskaln serta l mengoperkaln ba lralng-ba lralng ha lrta l bendal da ln ba lra lng-

ba lralng tidalk berwujud bendal (imma lterielegoederen) dalri sualtu a lngkalta ln malnusia l 

kepalda l keturunalnnya l.7 Menurut Wirjono Prodjodikoro, wa lrisa ln a ldalla lh soa ll 

a lpalka lh da ln ba lgalimalna lka lh perbalga li halk-ha lk da ln kewaljibaln-kewa ljibaln tentalng 

kekalya la ln seoralng ya lng walktu ial meningga ll dunial alka ln berallih kepalda l ora lng yalng 

malsih hidup.8 Hukum ini merupa lkaln konsekuensi da lri malsih terpelihalra lnyal 

hukum aldalt di beberalpal da leralh di Indonesia l sebalgali balgia ln dalri kekalya laln buda lyal 

ba lngsa l Indonesial.9 Ba lnya lk a lturaln berbeda l ya lng diperalktikaln disetialp hukum a lda lt 

bekenala ln tentalng hukum wa lris. Hal ini bisa ditemukan dalam berbagai penelitian 

yang dilakukan ditengah masyarakat tentang pembagian warisan dengan 

menggunakan hukum adat dan menyelisihi pembagian yang sesui dengan aturan 

Islam. 

Dari sekian banyak data yang dimuat dalam berbagai penelitian tentang ini 

bisa dilihat mislanya penelitian yang dilakukan oleh Muslim dengan judul 

Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Melayu Bunut dan Kedudukannya 

dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang ternyata ditemukan peraktik pembagian 

 
6 Syaikhu, Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan 

Adat Dayak) (Yogyakarta: K-Media, 2021) h. 24. 
7 Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (Pradnya Para Mita, 1983) h. 67. 
8 Sigit Sapto Nugroho, Pengantar Hukum Waris Adat (Klaten Jawa Tengah: Lakeisa, 

2020) h. 41. 
9 N.M. Wahyu Kuncoro, Waris Permasalahan Dan Solusinya (Jakarta Timur: Raih ASa 

Sukses, n.d.) h. 12. 
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warisan menurut adatnya memberikan bagian yang lebih besar dalam warisan 

kepada anak perempuan. Kemudian penelitian Ahsan, Sudirman, Sunuwati, pada 

tahun 2023. Dengan judul Tinjauan Urf Terhadap Pembagian Harta Warisan 

Suku Bugis di Desa Panreng Kabupaten Sidrap, yang hasil penelitiannya adalah 

pada peraktiknya masyarakat tersebut membagi harta warisan dengan cara bagi 

sama rata harta warisan dan untuk anak perempuan dia akan mendapatkan rumah 

peninggalan orang tuanya. Dan masih banyak lagi penelitian yang menyatakan 

begitu ragamnya pembagian warisan di masyarakat karena dipengaruhi oleh 

hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat tersebut.  

Hukum a lda lt tidalkla lh menentukaln wa lktu pembalgia ln wa lrisaln, a lka ln tetalpi 

bialsa lnya l wa lrisa ln alka ln dibalgi setelalh selesa linyal a lcalral sedeka lh yalitu tujuh halri, 

empalt puluh halri, seraltus halri altalu seribu halri setelalh pewalris walfa lt.10 Dalam 

hukum waris adat ada dikenal istilah sitem kewalrisa ln Individuall dan sistem 

kewarisan kolektif. Sistem kewarisan individual, aldalla lh sistem kewalrisa ln yalng 

ha lrtal wa lris dikua lsa li oleh a lhli walris malsing-ma lsing secalra l individu setelalh 

terjaldinyal pembalgialn wa lrisa ln. Daln dalam aturannya, alhli walris yalng mengualsa li 

wa lrisa ln tersebut diperbolehka ln menjuall, mengallihkaln a ltalu menyewalkaln ha lrtal 

ya lng diperolehnyal kepalda l oralng lalin. Kewa lrisa ln yang tergolong dallalm sistem ini 

bialsa lnya l berlalku pa ldal ma lsya lralka lt yalng kedudukaln pa lrentall alta lu bilalterall, yalkni 

lalki-lalki daln perempualn sa lmal, dallalm alrtia ln salmal-sa lma l berhalk mewa lrisi. Ha ll ini 

misallnya l berlalku pa ldal ma lsya lkalra lt tertentu, seperti  jalwa l, da ln malsya lra lkalt yalng 

ba lnyalk dipengalruhi nilali-nilali Isla lm seperti Alceh, Lalmpung da ln Kallimalntaln. 

 
10 N.M. Wahyu Kuncoro h. 13. 
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Selanjutnya sistem kewalrisaln kolektif,  ya lkni dimalna l halrtal peninggallaln 

diteruskaln daln dia llihkaln pemiliknyal da lri pewalris kepalda l alhli wa lris sebalga li 

kesa ltualn yalng tidalk terbalgi-balgi pengualsa lalnnya l dallalm pemilikalnnyal.11 Sehinggal 

dengalnnya l peninggallaln halrta l tersebut diguna lkaln untuk kepentingaln semual alhli 

wa lris da ln diusa lha lkaln berda lsa lrka ln ha lsil musya lwa lra lh da ln mufalka lt semual a lhli 

wa lris. Adapun aturannya, paldal sistem pewa lrisa ln kolektif ini terdalpa lt, misallnyal, di 

malsya lra lka lt Minalngkalba lu, di Minalngka lbalu, halrta l yalng dikualsa li oleh kalum secalra l 

kolektif, sedalngkaln a lhli wa lris a lda llalh a lnggotal ka lum seca lral kolektif jugal, ma lka l 

kemaltialn seseoralng da llalm ka lum tidalk ba lnya lk menimbulkaln malsa llalh.12  

Dari sekian banyak suku yang menerapkan pembagian warisan sesuai adat, 

maka yang menjadi fokus peneliti adalah masyarakat gayo, yang berlokasi di Kab. 

gayo Lues provinsi Aceh. Yang mana masyarakat disana begitu kental dengan 

adat dan budaya, bahkan dalam pernikahan juga banyak sekali jenis adat dan 

diantaranya adalah perkawinan angkap yang akibatnya berkaitan dengan hak 

suami dan istri serta hak yang diproleh dari warisan setelah kematian salah 

seorang dari suami dan istri. 

Bagi masyarakat gayo tentunya kepemilikan warisan itu masuk kedalam 

kelompok  yang disebut sistem individual, yaitu laki-laki dan perempuan pada 

dasarnya punya hak yang sama. Yang bila telah menerima maka akan berkuasa 

pada harta masing-masing, artinya ketika ia mau menjual warisan yang diterima 

akan dipersilakan. Masyarakat gayo adalah masyarakat yang kental dengan adat 

tapi juga sangat taat dalam bersyariat. Sehingga menjadi unik bila pada 

 
11 Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia (Jakarta 

Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 40. 
12 Ellyne Dwi Poespasari, h. 40. 



8 

 

 
 

masyarakat ini begitu kental dengan syariat Islam, akan tetapi memiliki 

pembagian warisan yang tidak sama dengan yang telah ditentukan dalam Islam.  

Dalam penelitian awal yang peneliti lakukan ditengah masyarakat 

ditemukan ternyata adanya perkawinan adat yang disebut dengan perkawinan 

angkap, yang ternyata  sangat mempengaruhi tentang pembagian warisan yang 

juga sangat berpotensi membuat kabur terhadap pemahaman masyarakat, tentang 

pembagian warisan dan orang-orang yang berhak dalam menerima warisan. 

Perkawinan angkap adalah salah satu perkawinan adat masyarakat gayo. 

Perkawinan angkap adalah, suatu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki 

diangkat menjadi menantu, tanpa berkewajiban memberikan mas kawin.13 

Perkawinan angkap ini pun terbagi beberapa jenis, salah satunya adalah angkap 

mas atau angkap nasap. Angkap nasap itu, bentuk perkawinan dimana mempelai 

laki-laki untuk seterusnya masuk kelompok kekerabatan istri.14 Perkawanian 

angkap ini juga disebut sebagai perkawinan duduk edet. Duduk edet adalah pria 

(aman mayak) masuk kepihak keluarga wanita (inen mayak) dan suami tinggal 

dirumah istri.15   Pada penelitian awal ini dilakukan tepatnya pada bulan Juni 

tahun 2023 yang berlokasi di Desa Marpunge, Kec. Putri Betung, peneliti melihat 

ada yang menarik pada perkawinan angkap dari segi manfaat dan juga memiliki 

potensi mengaburkan tata cara pembagian warisan.  

Pada perkawinan angkap ini seorang suami akan selamanya berada di 

belah istrinya. Seorang suami akan bekerja keras mencari nafkah, dan juga 

 
13 Viswandro, Kamus Istilah Hukum (Yogyakarta: Medprees Digital, 2014), h.22 
14 Viswandro, h 22 
15 Isma Tantawi, Resam Perkawinan Masyarakat Gayo (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 

h. 3. 
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membantu mertua dalam berbagai pekerjaan. Namun ketika sang suami bercerai 

dengan istri maka ia akan kehilangan semua pencahariannya dan akan menjadi 

milik istri semuanya. Dan semua harus ia tinggalkan menjadi milik istri dan 

anaknya.  

Menjadi masalah ketika suami meninggal dunia, yang harta yang ia cari 

selama perkawinan akan dikuasai oleh istri dan anaknya. padahal selain istri dan 

anak, ayah dan ibu dari pewaris haruslah mendapatkan bagian tapi dalam 

pelaksanaannya ini tidak terjadi. Kemudian seorang suami yang diangkap ia 

bukanlah budak yang membuat ia kehilangan hak waris ketika ayahnya meninggal 

dunia. Bahkan ia akan mendapat bagian sebagai seorang anak laki-laki. Anak laki-

laki yang mendapat dua bagian dibanding anak perempuan. Hal ini sesuai juga 

dengan Pasal 176 KHI: “Anak perempuan bila seorang ia mendapat separoh 

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 

bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka 

bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. Akan 

tetapi bagian warisan ini juga tidak diterapkan baik yang sesuai dengan KHI 

maupun fiqih.  

Tujuan dari perkawinan angkap adalah maslahat. Tentunya maslahat yang 

tidak memiliki dalil yang menerima dan menolaknya atau lebih dikenal dengan 

maslahah mursalah. Yang dalam kajinnya diharapkan membawa kepada 

kemaslahatan yang melahirkan kemudahan bagi pemuda untuk menikah, dan 

kemudahan seorang mertua memilih menantu yang shaleh dan membantunya. 

Dalam sebuah wawancara bersama tengku aman bakar. 
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“Kawin angkap ini tujuannya baik, agar seorang yang tidak memiliki anak 

laki-laki secara adat bisa punya anak laki-laki, memudahkan orang yang tidak 

punya harta untuk menikah, tapi sesudah diangkap ia akan hidup selamanya 

dengan keluarga istrinya dan kalau terjadi perceraian atau kematian maka harta 

akan jadi milik istri dan anak semuanya”.16 

Kemudian wawancara juga dilakukan langsung kepada yang menjalani 

perkawinan angkap yaitu pak Abu, tentang apakah ada masalah yang muncul 

dalam perkawinan angkap mengenai pembagian warisan, beliau mengatakan: 

“Sudah pasti muncul banyak masalah, dengan perkawinan angkap ini 

seorang anak yang diangkap akan menjadi jauh dari ayah kandungnya, ditambah 

ia kehilangan haknya waris dari ayahnya, kemudian kita juga jika meninggal 

dunia hasil uasaha kita akan diambil oleh istri kita, tapi karena pengetahuan kami 

tentang agama kurang dan adat begitu kuat maka ini terus berlangsung sejak 

sekian lama, maka seharusnya sesuai hukum islam saja agar hubungan antara anak 

dengan orang tua tetap baik, agar hubungan kakek dengan cucu tetap baik, serta 

hubungan saudara ayah dengan keponakannya juga bisa lebih dekat, karena 

pembagian warisan di perkawinan angkap ini akan membuat semuanya menjadi 

kurang baik".17 

Berdasarkan wawancara pada penelitian awal diatas ditemukan penjelasan 

bahwa tujuan awal perkawinan angkapnya baik, akan tetapi  dalam urusan warisan 

seorang ahli waris yang tidak bisa terhalangi seperti ibu, ayah tidak mendapat kan 

 
16 Wawancara Pribadi Dengan Informan  Bapak Tengku Aman Bakar  selaku Tokoh 

Masyarakat di Kecamatan Putri Betung, 15 Juni 2023 Pukul.11.00 Wib 
17 Wawancara Pribadi dengan Informan Pak Abu Seorang Warga Desa Jeret Onom Yang 

melakukan Perkawinan Aangkap 16 Juni 2023 Pukul 18.00 Wib 
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warisan dari harta yang dicari anaknya. sehingga akibat yang serius kemudian 

muncul bila terjadi kematian, yang akan dikuasai istri dan anak sepenuhnya tanpa 

memberi bagian pada ayah, ibu, apalagi ahli waris yang lainnya. Sehingga jelaslah 

bahwa pada  masyarakat gayo dilokasi penelitian  yang dilakukan pada tahapan 

pertama, ditemukan ada masalah tentang pembagian harta warisan yang dilakukan 

masyarakat yang berbeda dengan yang telah di jelaskan oleh ulama dalam kitab 

fiqih dan yang tercantum dalam KHI.  Karena pada perkawinan angkap ini 

ditemukan adanya ahli waris yang seharusnya dapat warisan tapi tidak diberi 

dengan alasan karena angkap. Dalam penelitian awal juga ditemukan beberapa 

kasus, seperti ayah, ibu, kakek tidak mendapat warisan. Kemudian anak yang 

diangkap dianggap pindah belah sehingga tidak mendapat waris dari ayahnya atau 

hanya mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Kemudian bila tidak 

ada anak dan ayah, saudara yang seharusnya dapat juga tidak diberi hak warisnya. 

Sehingga menjadi menarik jika dilakukan penelitian lebih mendalam tentang 

bagaimana sebenarnya pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat 

dilokasi penelitian, lalu bagaimanakah bila dianalisis melalui hukum Islam. 

Karena dari sekian banyak penelitian tentang pembagian harta warisan yang 

diterapkan oleh masyarakat adat, berbeda dengan yang ditemukan pada 

masyarakat gayo ini, mengenai siapa yang berhak mendapat warisan dan peraktik 

pembagian yang selama ini dilakukan bila ada suami meninggal atau ayah 

meninggal dunia. 
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Maka dengan itu peneliti tertarik melakukan penelitian Tesis dengan judul: 

“Pembagian Harta Warisan Dalam Perkawinan Angkap Di Kabupaten Gayo 

Lues Perspektif Hukum Islam” 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, di atas, maka secara umum yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana Cara Pembagian Harta Warisan Menurut KHI Dan Fiqih? 

2. Bagaimana Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat Gayo Dalam 

Perkawinan Angkap di Kab. Gayo Lues? 

3. Bagaimana Analisis Pembagian Harta Warisan Masyarakat Gayo Dalam 

Perkawinan Angkap Perspektif Hukum Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pembagian Harta Warisan Menurut KHI 

Dan Fiqih 

2. Untuk menemukan Bagaimana Pembagian Harta Warisan Dalam 

Perkawinan Angkap Bagi Masyarakat Gayo di Kab. Gayo Lues 

3. Untuk memahami Analisis Pembagian Harta Warisan Bagi Masyarakat 

Gayo Dalam Perkawinan Angkap Perspektif Hukum Islam 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pembagian 

harta warisan bagi mahasiswa di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan 

khususnya dalam pemahaman penerapan pembagian warisan dalam 

perkawinan angkap perspektif Hukum Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat Gayo 

Setelah penelitian ini selesai maka masyarakat gayo akan 

mendapatkan pemahaman tentang tatacara pembagian harta wariusan 

sesuai dengan hukum Islam. 

b. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kekayaan intelektual 

terhadap ragamnya pembagian warisan pada masyarakat.  

c. Bagi masyarakat luas 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu tentang 

bagaimana cara pembagian warisan yang sesuai dengan hukum Islam. 

d. Bagi Civitas Akademika Hukum Islam 

Hasil penelitian akan mampu memberikan sumbangan pemikirian 

agar lahirlah Magister Hukum Islam yang memahami aturan yang 

berlaku tentang pembagian Harta warisan baik secara fiqih maupun KHI. 
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E. Batasan Istilah 

1. Pembagian harta warisan yang dimaksud adalah pembagian harta warisan 

bagi masyarakat Gayo di Kab. Gayo lues. 

2. Hukum Islam disini adalah KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i 

 

F. Landasan Teori 

Pada masa sebelum Islam datang saat itu yang berlaku adalah hukum 

waris menurut adat. Dimasyarakat jahiliyah saat itu yang berhak mendapat 

warisan adalah mereka yang bisa berperang, sehingga perempuan dan anak-anak 

tidak berhak medapat warisan. Ketika Nabi Muhammad Saw telah diutus, maka 

saat itupun dalam fase dakwah di Kota Makkah belum turun ayat-ayat Al Qur’an 

tentang aturan mengenai pembagian warisan. Bahkan setelah Nabi Muhammad 

Saw Hijrah kemadinah yang menjadi salah satu sebab saling mewarisi adalah 

orang yang dipersaudarakan Nabi secara khusus. Tapi setelah turun ayat-ayat 

tentang hukum waris, yaitu surah annisa ayat 7,11,12,176, maka saat itulah 

perubahan hukum waris dari hukum adat keaturan Allah yang telah diatur secara 

permanen. Dan dihapuskan pula sekaligus tentang persaudaraan yang 

dipersaudarakan nabi sebagai salah satu sebab seorang menjadi ahli waris.  

1. Teori Maqashid Syari’ah 

Maqasid al-Syari’ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal 

bakalnya telah tumbuh melalui penetapan hukum Islam itu sendiri, dan 

selanjutnya dikemas dengan baik, serta dikembangkan oleh ulama-ulama setelah 
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priode tabi’ tabi’in.18 Walaupun perkembangannya tidak secepat ilmu ushul fiqih, 

tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan 

hukum yang mereka lahirkan.19 Banyak sekali ulama yang menggali tentang teori 

ini, dan yang paling terkemuka dan menjadi rujukan adalam Imam as Syatibi. 

Kajian tentang tujuan syariat itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Imam 

as-Syatibi dalam teori Maqasidnya yang ditulis dalam kitabnya al-Muwafaqat. 

Dalam kitabnya Imam assyatibi menuliskan tentang Qasydu Syari’ dan Qasydu 

Mukallaf. Yang mana yang pertama tujuan Allah yang menurunkan syariat dan 

yang kedua tujuan manusia sebagai pelaku syariat. Imam as-Syatibi menjelaskan 

bahwa untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah dampak Negatif  manusia 

perlu mengikuti ajaran syariat, dalam bahasa yang digunakan oleh Syatibi, ini 

disebut sebagai Qasydu as-Syari’ Fi Dhukul al Mukallaf Tahta Ahkam as-

Syari’ah (inti dari maksud Allah mengapa Individu harus mematuhi syariat), 

dengan mengamalkan syariat individu akan terlepas dari kendali hawa nafsu dan 

menjadi pribadi yang menurut terminologi Syatibi memiliki kehendak sendiri 

(ikhtiyaran) dan bukan hanya terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu (ittiraran).20 

Orang yang membagi warisan tidak sesuai dengan yang Allah tentukan berarti ia 

masih terpengaruh oleh hawa nafsu. Sehingga Qasydu Mukallaf tidaklah boleh 

bertentangan dengan Qasydu Syari’. Kemudian teori maqashid Syariah juga 

dijelaskan lebih luas oleh Ansari Yamamah, MA dalam bukunya Ushul Fiqih 

Islam Transitif tentang Ad Dharuriyah yang tidak hanya terikat pada yang lima, 

 
18 Busyro, Maqasyhid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah 

(Jakarta Timur: Kencana, 2019) h. 1. 
19 Busyro. 
20 Mohammad Ridwan dkk, Maqhasid Syariah (Padang: Getpress Indonesia, 2023) h. 83. 
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tapi juga tentang pentingnya memelihara kehormatan diri sebagai sesuatu yang 

tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.   

2. ‘Urf 

‘Urf adalah suatu yang sering menjadi perbincangan para ulama dalam 

menetapkan hukum yang berlaku di masyarakat. Menurut Imam al-Ghazali dalam 

al-Mustasfa ‘urf dalam istilah ilmu Ushul Fiqih ialah “sesuatu yang menetap 

dalam jiwa dan yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.” 

Wahbah al-Zuhaili juga pernah mendefenisikan ‘urf dalam kirtabnya Ushul al-

Fiqh al-Islamiy: 

مر المستحسن المعروفالعرف الأ  

“Urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan populer.”21 

Dalam konteks hukum Islam, istilah "’urf" merujuk pada kebiasaan atau 

adat yang berlaku di suatu masyarakat. Urf bisa dijadikan sebagai sumber hukum 

dalam Islam, tapi haruslah ‘urf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam itu 

sendiri. Maka bila dilihat dari pembagiannya, ada dua jenis ‘urf yang perlu 

dimengerti terlebih dahulu, yaitu urf shahih dan ‘urf fasid. ‘urf  shahih adalah 

kebiasaan atau adat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Kebiasaan ini dapat diterima dan dijadikan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Contohnya, jika suatu 

masyarakat memiliki kebiasaan tertentu dalam transaksi jual beli yang tidak 

melanggar syariah, maka kebiasaan tersebut dapat dianggap sebagai ‘‘urf  shahih 

dan dapat diterima dalam praktik hukum. ‘‘urf  fasid merupakan kebiasaan atau 

 
21 Syahrial Muhammad Furqan, “Kedudukan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam 

Mazhab Syafi’i,” Jurnal Al-Nadhar Vol 1, No. 2 (2022) h. 77. 
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adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adat seperti  ini tidak bisa 

diterima di dalam hukum Islam dan tidak boleh dijadikan sebaigaii daisair dailaim 

pengaimbilain keputusain hukum. contohnyai, aipaibilai disuaitu tempait aidai 

maisyairaikait memiliki kebiaisaiain yaing melibaitkain praiktik ribai aitaiu penipuain 

dailaim trainsaiksi, maikai kebiaisaiain tersebut diainggaip sebaigaii ‘urf  faisid dain tidaik 

daipait diterimai dailaim hukum Islaim. Secairai umum, ‘‘urf  yaing diterimai dailaim 

hukum Islaim hairuslaih tidaik bertentaingain dengain AIl-Qur'ain, Haidis, dain prinsip-

prinsip syairiaih laiinnyai. Oleh kairenai itu, penting untuk mengainailisis dain menilaii 

kebiaisaiain yaing aidai dailaim maisyairaikait untuk menentukain aipaikaih itu termaisuk 

‘urf  shaihih aitaiu ‘urf  faisid. 

3. Teori Receptie Exit 

Teori ini aidailaih teori yaing dikemukaikain oleh Haizaiirin ini aidailaih teori 

yaing beraikibait saingait besair dailaim perkembaingain hukum Islaim di Indonesiai. 

Kairenai sebelumnyai teori yaing berlaiku aidailaih teori receptie yaing di kemukaikain 

oleh Snouk Hugronje, baihwai hukum yaing berlaiku baigi maisyairaikait pribumi 

aidailaih hukum aidait, dain hukum islaim aikain berlaiku bilai tidaik bertentaingain 

dengain hukum aidait. Maikai Haizaiirin baihwai teori receptie baiik sebaigaii teori 

maiupun sebaigaii ketetaipain dailaim paisail 134 AIyait 2 Indische Staiaitsregeling  (IS) 

sebaigaii konstitusi belaindai telaih laimai modair yaiitu terhaipus dairi berlaikunyai UUD 

1945, sebaigaii Konstitusi Negairai Republik Indonesiai.22 Jaidi menurut Haizaiirin, 

teori receptie yaing menyaitaikain baihwai hukum Islaim kailaiu sudaih diterimai dain 

menjaidi baigiain hukum aidaitnyai sebaigaiimainai dikemukaikain oleh Snouck, aidailaih 

 
22 Diana Rahmi dan Nadiyah, Peradilan Agama Dan Peradilan Syari’at Islam Di 

Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia (Sleman: Zahir 

Publishing, 2023) h. 76. 
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teori Iblis dain telaih modair,  airtinyai telaih dihaipus dain hairus keluair (exit) dengain 

berlaikunyai UUD 1945, pemaihaimain inilaih yaing dimaiksud dengain teori receptie 

exit.23 

4. Teori Receptie AIcontrairio 

Teori receptie exit ini kemudiain dikembaingkain laigi lebih  jaiuh oleh 

seoraing pemikir Islaim Saiyuti Thailib. Menurutnyai dailaim maisyairaikait telaih 

berkembaing lebih jaiuh dairi pendaipait Haizaiirin, di berbaigaii daieraih yaing diainggaip 

saingait kuait aidainyai terlihait aidai kecendrungain terhaidaip teori Snouck Hugronje itu 

sudaih dibailik.24 AIrtinyai baihwai jikai teori yaing di kemukaikain snouck menyaitaikain 

baihwai yaing berlaiku baigi wairgai pribumi aidailaih hukum aidait dain hukum Islaim 

hainyai berlaiku bilai tidaik bertentaingain dengain hukum aidait maikai ini sebailiknyai, 

baihwai yaing berlaiku dain diaimailaikain oleh oleh oraing islaim pribumi aidailaih 

hukum Islaim dain hukum aidait hainyai bisai berlaiku jikai tidaik bertentaingain dengain 

hukum Islaim. Dain kemudiain teori ini disebut sebaigaii teori receptie ai contrairio. 

Saiyuti Thailib berpendiriain baihwai di negairai Indonesiai yaing hukumnyai 

didaisairkain kepaidai Paincaisilai dain UUD 1945, semestinyai oraing yaing beraigaimai 

menaiaiti hukum aigaimainyai.25 

 

G. Kaijiain Terdaihulu 

Persoailain yaing diteliti dailaim kaijiain ini bukainlaih sesuaitu yaing bairu, taipi 

merupaikain kaijiain yaing maisih relevain bilai dilaikukain penelitiain berdaisairkain 

 
23 Diana Rahmi dan Nadiyah. 
24 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia: (Jakarta Timur: 

Sinar Grafika, 2018) h. 45. 
25 Zulkarnain, Hukum Kompetensi Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2021), h. 108. 
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keaidaiain yaing terjaidi. Maikai dairi itu aidai beberaipai penelitiain terdaihulu yaing 

diainggaip memiliki kesaimaiain dengain penulis. Beberaipai diaintairainyai aidailaih: 

1. Penelitiain  yaing ditulis oleh Muhaimmaid Haisain Naisution, Maihaisiswai Hukum 

Islaim Prograim Paiscai Sairjainai UIN Sumaiterai utairai, dengain Judul Tesis: 

“Hukum Wairis Dailaim Maisyairaikait AIdait Sumondo di Kecaimaitain Naitail, 

Kaibupaiten Maiindaiiling Naitail”. Penelitiain ini dilaikukain paidai taihun 2020, 

penelitiain ini menggunaikain metode penelitain kuailitaitif. Dailaim penelitiain 

tersebut ditemukain baihwai seoraing aihli wairis laiki-laiki hainyai aikain mendaipait 

hairtai wairisain bilai berbentuk uaing, airtinyai tainaih, baingunain yaing menjaidi 

wairisain bilai tidaik dijuail maikai aikain dikuaisaii oleh perempuain, dain bilai terjaidi 

permaisailaihain aikain diselesaiikain melailui aidait. kesaimaiain penetiain ini dengain 

penelitiain yaing saiyai laikukain aidailaih pedai pelaiksainaiain wairisain dengain aidait, 

kemudiain perbedaiainnyai terletaik paidai lokaisi penelitiain dain aidait paidai suku 

yaing berbedai. 

2. Penelitiain yaing ditulis oleh Rusdi, Maihaisiswai Prograim Paiscai Sairjainai 

Universitais Negeri Raiden Intain Laimung, dengain Judul Tesis: “AInailisis 

Hukum IslaimTerhaidaip Praiktik Pembaigiain Wairis Maisyairaikait AIdait Jaiwai di 

Kotai Baindair Laimpung”. Penelitiain ini dilaikukain paidai taihun 2021. Penelitiain 

ini menggunaikain metode Deskriptif Kuailitaitif. Dailaim penelitiain ini ditemukain 

beberaipai cairai pembaigiain wairisain, aidai yaing perempuain memiliki haik yaing 

lebih bainyai, aidai jugai yaing sistim baigi raitai dain aidai juaig yaing pembaigiainnyai 

dilaikukain sebelum pewairis meninggail duniai. Persaimaiainnyai dengain yaing 

peneliti laikukain aidailaih saimai-saimai pembaigiain hairtai wairisain paidai aidait 
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tertentu. Dain perbedaiainnyai aidailaih terletaik paidai lokaisi penelitiain dengain 

objek penelitiain yaing berbedai. 

3. Penelitiain Jurnail oleh Syaiuqon Hilail Nur Ritongai dengain judul, “Pembaigiain 

Hairtai Wairisain Paidai Maisyairaikait Etnis Jaiwai Kecaimaitain Bilaih Bairait 

Kaibupaiten Laibuhain Baitu Dailaim Perspektif Hukum Islaim”, Paidai 2018. 

Penelitiain tersebut membaihais terkaiit baigaiimainai pembaigiain hairtai wairisain 

menurut aidait etnis jaiwai dikecaimaitain bilaih dengain menggunaikain metode 

penelitiain kuailitaitif aitaiu penelitiain studi laipaingain. Meskipun memiliki 

kesaimaiain dengain  penelitiain yaing penulis laikukain yaiitu saimai-saimai meneliti 

pembaigiain wairisain aidait paidai suku tertentu, taipi memiliki perbedaiain dengain 

penelitiain penulis, yaiitu paidai suku yaing berbedai, paidai aidait yaing berbedai dain 

paidai wilaiyaih yaing berbedai. 

4. Penelitiain jurnail yaing dilaikukain oleh Jaimir, Shairiaindi Gaiyo, dengain judul, 

“Pewairisain Maisyairaikait aidait dilingkungain Etnik Gaiyo”. Dengain metode 

pendekaitain sosio aintropologis, yaiitu pendekaitain suaitu maislaih dengain melihait 

kenyaitaiain dilaipaingain, dailaim penelitiain ini dinyaitaikain baihwai maisyairaikait 

gaiyo maisih dominain memaikaii aidait dailaim membaigi wairisain. Taipi penelitiain 

ini tidaik membaihais secairai rinci tentaing pembaigiain dain hail aipai saijai yaing 

bertentaingain dengain Syairiait Islaim, penelitiain ini lebih kepaidai kecendrungain 

maisyairaikait terhaidaip aidait gaiyo. Sehinggai memiliki perbedaiain dengain yaing 

yaing peneiliti tulis. 
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H. Sumber Daitai 

Sumber daitai merupaikain aisail diperolehnyai suaitu daitai yaing digunaikain 

dailaim penelitiain. AIdaipun yaing menjaidi sumberdaitai dailaim penelitiain ini aidailaih : 

a. Sumber Daitai Primer: Sumber daitai yaing diperoleh dairi Waiwaincairai, 

observaise laipaingain dain sebaigaiinyai. 

b. Sumber Daitai Skunder: Sumber daitai skunder aidailaih daitai yaing mengaindung 

baihain-baihain tentaing yaing sedaing diteliti, baiik berupai buku-buku, jurnail, AIl-

Qur’ain, Haidits dain KHI. 

 

I. Teknik Pengumpulailn Dailtail 

Pengumpulailn dailtail penelitiailn dilailkukailn dengailn menggunailkailn beberailpail 

Teknik, yailitu sebailgaili berikut: 

a. Observai lsi 

Observai lsi aildai llailh mengaildailkailn pengailmailtai ln secailrail lailngsung ke lokailsi 

penelitiailn. Observai lsi aildaillailh suai ltu istilailh umum yailng mempunyaili ailrti semuail 

bentuk penerimailai ln dailtail yailng dilailkukailn dengailn cailrai l merekailm kejaildiailn, 

menghitungnyail, mengukurnyail dailn mencailtailtnyail. 

b. Wailwai lncailrai l 

Wailwai lncailrail aildai llailh proses percai lkailpailn dengai ln mailksud tertentu. 

Percailkai lpailn itu dilailkukailn oleh duail pihailk, yailitu pewailwai lncailrail (interviewer) yailng 

mengailjukailn pertailnyailai ln dailn terwai lwailncailrai l yailng memberikailn jailwai lbai ln ailtails 

pertailnyailai ln itu. Sehinggail dengailn aildai lnyail wai lwai lncailrail mendaillailm ailkailn ditemukailn 
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berbailgai li haill secailrail jelails tentailng mailsai llailh yailng ailkai ln ditulis tentailng hailsil temuailn 

penelitiailn. 

c. Dokumentailsi 

Sejumlailh besailr fai lktail dai ln dai ltail tersimpailn dai llailm bailhailn yai lng berbentuk 

dokumentailsi. biai lsailnyail berbentuk surai lt-surai lt, cailtailtailn hailriailn, lai lporailn, ai lrtefailk, 

foto, dailn sebai lgai linyail. Dokumen merupailkailn cai ltailtailn peristiwail yai lng sudai lh berlaillu 

yailng berbentuk tulisailn, gailmbailr, ailtai lu kailryail monumentaill dailri seseorailng.  

 

J. Sistemaitikai Pembaihaisain 

Untuk memberikain gaimbairain yaing menyeluruh terhaidaip proposail penelitiain 

ini, maikai perju dijelaiskain baihwai proposail penelitiain ini terdiri dairi 5 baigiain, 

yaiitu:  

BAIB I berisi tentaing pendaihuluain yaing menguraiikain laitair belaikaing 

maisailaih, rumusain maisailaih, tujuain penelitiain, Baitaisain istilaih, mainfaiait penelitiain, 

dain sistemaitikai penulisain.  

BAIB II penulis akan menguraikan kajian teoritis seputar Tinjauan Umum 

Tentang Pembagian Warisan, Tinjauan Umum Pembagian Harta Warisan di 

Indonesia, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan angkap.  

BAIB III berisi tentaing metode penelitiain yaing terdiri dairi desaiin 

penelitiain, subjek penelitiain, teknik pengumpulain daitai, teknik ainailisis daitai, dain 

pemeriksaiain keaibsaihain daitai. 

BAIB IV penulis akan memuat hasil temuan yang terdiri dari Pembagian 

Harta Warisan Menurut KHI dan Fiqih, Pembagian Harta Warisan Bagi 
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Masyarakat Gayo Dalam Perkawinan Angkap, Analisis Pembagian Harta Warisan  

Dalam Perkawinan Angkap 

BAIB V penulis akan mencantumkan penutup yang didalamnya berisikan 

kesimpulan, dan saran. 


